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Abstract

Telematic not such a foreign matter again at century to 21 this time.
Internet is one part of the information technology which supporting efficien
cy and effective conducting is assorted of activity conducted by human
being to fulfill requirement of life. Almost entire sectore use technological
facility of telecommunications and informatica or shortened by technology
of telematic. He represent result of from progress of knowledge in technolo
gical area and information. The growth also have an effect on to arrange
ment of law especially related to rights of intellectual. Domain scope of
HAKI not merely including just fact, but have at world of virtual. With
existence of phenomenon that in such a way needed a set order able to
accommodate intellectual equity specially copyrights at illusory world.

There are is assorted of rule arranging to regarding copyrights specially

area of telematic.
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LATAR BELAKANG

Telematika bukan merupakan
hal yang asing lagi pada abad ke
21 sekarang ini. Internet adalah
salah satu bagian dari teknologi in
formasi yang menunjang efektivi
tas dan efisiensi dalam melakukan
berbagai macam kegiatan yang di
lakukan oleh manusia untuk me
menuhi  kebutuhan  hidupnya.
Hampir seluruh sektor mengguna
kan fasilitas teknologi telekomuni
kasi, media dan informatika atau
disingkat teknologi telematika. la
merupakan hasil dari kemajuan pe
ngetahuan di bidang teknologi dan
informasi.

Sebelum lebih lanjut memba
has permasalahan yang berhubu
ngan dengan telematika, sebaik
nya kita memahami apa yang di
maksud hukum telematika. Menu
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rut Edmon Makarim, hukum tele
matika adalah hukum terhadap
perkembangan konvergensi tele
matika yang berwujud dalam pe
nyelenggaraan suatu sistem elek
tronik, baik yang terkoneksi mela
lui internet (cyberspace) maupun
yanzg tidak terkoneksi dengan inter
net®.

Kehadiran komputer/internet
telah mampu membuka cakrawala
baru dalam kehidupan manusia.
Mereka merupakan sarana komu
nikasi dan informasi yang menjan
jikan, menembus batas-batas
antar negara dan mempercepat pe
nyebaran dan pertukaran ilmu pe
ngetahuan dan gagasan di kalang
an ilmuwan/cendekiawan di sean
tero dunia. Komputer atau internet
membawa manusia kepada ruang
atau dunia baru yang tercipta,
yang dinamakan cyber space.
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Cyberspace menampilkan realitas,
namun bukan realitas yang se
benarnya di alam nyata. Dalam
cyberspace tidak mengenal batas
negara, batas dimensi ruang,
tempat dan waktu menjadi tidak
kentara lagi, sehingga penghuni
dalam komputer atau internet
dapat berhubungan dengan siapa
sajai kapan saja dan di mana
saja®’.

Keberadaan teknologi infor
masi ini telah mampu mengubah
cara pandang dan kebiasaan
dalam kehidupan manusia. Kom
puter atau internet ini menawar
kan berbagai macam kemudahan,
diantaranya memberikan data
yang lebih aktual, mengurangi
kesalahan yang mungkin terjadi,
menghemat waktu dan tenaga,
mendokumentasikan file secara
sempurna dan rapi, serta memberi
kan informasi yang cepat dan
akurat baik dalam penyajian dan
pengembilan kebijakan.

Informasi dapat dikategorikan
sebagai suatu komoditi yang tidak
pernah punya nilai usang bagi
yang membutuhkannya dan meru
pakan suatu komoditi yang cukup
mahal karena tidak semua pihak
mampu memproses data mentah
menjadi suatu bentuk dan karakte
ristik informasi yang sesuai deng
an kebutuhannya. Hal ini mengi
ngat bahwa menerapkan perkem
bangan teknologi informasi keda
lam bentuk organisasi dan mana
jemen membutuhkan suatu penge
tahuan dan keahlian yang cukup
rumit®,

Pada masa sekarang, manu
sia berada dalam perkembangan
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Agustus 2005, him. 7

?* Edmon Makarim, op.cit. him. 8
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teknologi yang berbasiskan ling
kungan digital, dengan bermula
dari ditemukannya semi konduktor
yang telah menjadi suatu bagian
yang integral dari kehidupan kita
sehari-hari, yang memberikan kita
komputer pribadi, mesin fax, jari
ngan-jaringan digital tanpa kabel,
telepon seluler serta membukakan
beberapa pelayanan seperti TV ka
bel, penggunaan kartu kredit dan
lain sebagainya®®.

Dengan adanya kemudahan
dari komputer atau internet bukan
berarti tanpa resiko sama sekali.
Ketika berinteraksi dengan meng
gunakan media internet, maka kita
telah mengarungi dunia maya tan
pa batas ruang dan waktu. Berba
gai hal dapat kita lakukan di dunia
kasat mata tersebut, sehingga me
mungkinkan timbulnya permasa
lahan khusus dari segi yuridis.
Dalam makalah ini akan lebih dite
kankan pada permasalahan yang
menyangkut permasalahan yuridis
di bidang hak cipta di dunia ma
yantara.

Meskipun di satu sisi kemaju
an teknologi begitu pesat, tetapi
belum diimbangi dengan kemam
puan dari para aparat penegak hu
kum yang memahami dan mengua
sai bidang telematika. Perangkat
hukum dalam bidang telematika
sangat kompleks, tentunya hal ini
merupakan tantangan tersendiri
bagi para sarjana hukum. Upaya
identifikasi terhadap masalah hu
kum yang muncul dalam dunia ma
yantara merupakan langkah uta
ma sebelum dilakukan pemben
tukan hukum. Dari tahap identifi
kasi ini akan diketahui sejauh ma

Widyopramono Hadiwidjojo, Cybercrime dan Pencegahannya, lurnal Hukum Teknologi Vol. 2

Brian Fitzgerald dalam Edmon Makarim, op.cit. him 27
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na hukum dibutuhkan untuk men
ciptakan keteraturan dengan tidak
menghambat pengembangan aktiv
itas di dunia maya.

Berbagai permasalahan mun
cul seiring dengan semakin cang
gihnya sistem informasi yang ber
basis teknologi ini, salah satunya
adalah “Hak Kekayaan Intelek
tual”. Di dalam cyberspace ada
dua kategori hak cipta yang harus
dilindungi, yakni Pertama, hak cip
ta atas isi (content) yang terdapat
di media internet yang berupa ha
sil karya yang berbentuk informa
si, tulisan, karangan review, prog
ram atau bentuk lainnya yang se
jenis dan Kedua, hak cipta atas
nama atau alamat situs web dan
alamat surat elektronik atau e-mail
dari pelanggan internet®®.

Indonesia telah mempunyai
UU Hak Kekayaan Intelektual
yang isinya sedikit banyak menye
suaikan aturan yang diikuti oleh
dunia internasional agar terjadi
harmonisasi hukum di bidang
HAKI. Selain itu, konsekuensi dari
keikutsertaan Indonesia sebagai
anggota WTO (World Trade Orga
nization) mengharuskan Indonesia
menyesuaikan segala peraturan
perundangannya di bidang Hak
Kekayaan Intelektual dengan stan
dar TRIPs (Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights)
yang dimulai sejak tahun 1997
dan diperbaharui kemudian pada
tahun 2000 dan tahun 2001. Hal
ini juga akibat dari diratifikasinya
konvensi-konvensi internasional di
bidang Hak Kekayaan Intelektual
dan juga telah menyesuaikan de
ngan ketentuan-ketentuan yang di
haruskan, yaitu Undang-Undang
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tentang Hak Cipta, Desain Indus
tri, Desain Tata Letak Sirkuit Ter
padu, Rahasia Dagang, Paten dan
Merek.

Tumbuhnya konsepsi kekaya
an atas karya-karya intelektual pa
da akhirnya juga menimbulkan
untuk melindungi atau memperta
hankan kekayaan tersebut. Pada
gilirannya tadi, kebutuhan ini mela
hirkan konsepsi perlindungan hu
kum atas kekayaan tadi, termasuk
pengakuan hak terhadapnya. Se
suai dengan hakekatnya pula, HKI
dikelompokkan sebagai hak milik
perorangan yang sifatnya tidak
berwujud.

Undang-undang  mengenai
HKI pertama kali ada di Venice,
Italia, yang menyangkut masalah
paten pada tahun 1470. Caxton,
Galileo, dan Guttenberg tercatat
sebagai penemu-penemu yang
muncul dalam kurun waktu terse
but dan mempunyai hak monopoli
atas penemuan mereka. Hukum-
hukum tentang paten tersebut ke
mudian diadopsi oleh kerajaan
Inggris di jaman TUDOR tahun
1500-an dan kemudian lahir hu
kum mengenai paten pertama di
Inggris yaitu Statute of Mono
polies (1623). Amerika Serikat
baru mempunyai undang-undang
paten tahun 1791. Upaya harmo
nisasi dalam bidang HKI pertama
kali terjadi tahun 1883 dengan
lahirnya Konvensi Berne 1886
untuk  masalah Hak  Cipta
(Copyright)?”.

Istilah hak atas kekayaan in
telektual merupakan terjemahan
dari istilah Intellectual Property
Right (bahasa Inggris) dalam sis
tem hukum Anglo Saxon. Sedang

Asril Sitompul dalam Budi Agus Riswandi, Hukum Cyberspace, GitaNagari, Yogyakarta, 2006, him. 22
Perangkat Lunak Bebas Hak Kekayaan Intelektual, http://bebas.vism.org , diakses tanggal 11 Juni
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kan istilah hak atas milik intelek
tual merupakan terjemahan dari is
tilah intellectuele eigendoms recht
(bahasa Belanda) dalam sistem
hukum continental?®,

Hak atas kekayaan intelektu
al merupakan suatu hak atas milik
yang berada dalam ruang lingkup
kehidupan teknologi, ilmu pengeta
huan maupun seni dan sastra, pe
milikannya bukan terhadap barang
nya melainkan terhadap hasil ke
mampuan intelektual manusian
nya, diantaranya berupa ide.

HKI merupakan Hak Pembe
rian dari Umum (Publik) yang dija
min oleh undang-undang. HKI bu
kan merupakan hak asasi, sehing
ga kriteria pemberian HKI merupa
kan hal yang dapat diperdebatkan
oleh publik. Keberadaan Hak Ke
kayaan Intelektual (HKI) dalam hu
bungan antar manusia dan antar
negara merupakan sesuatu yang
tidak dapat dipungkiri. HKI juga
merupakan sesuatu yang given
dan inheren dalam sebuah masya
rakat, industri atau yang sedang
mengarah ke sana. Keberadaan
nya senantiasa mengikuti dinami
ka perkembangan masyarakat itu
sendiri. Begitu pula hal nya de
ngan masyarakat dan bangsa In
donesia yang mau tidak mau ber
singgungan dan terlibat langsung
dengan masalah HKI.

Permasalahan mengenai Hak
Kekayaan Intelektual akan me
nyentuh berbagai aspek seperti as
pek teknologi, industri, sosial, bu
daya dan berbagai aspek lainnya.
Namun aspek terpenting jika dihu
bungkan dengan upaya perlin
dung an bagi karya intelektual ada
lah aspek hukum. Hukum diharap
kan mampu mengatasi berbagai
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permasalahan yang timbul berkait
an dengan Hak Kekayaan Intelek
tual tersebut. Hukum harus dapat
memberikan perlindungan bagi kar
ya intelektual, sehingga mampu
mengembangkan daya kreasi ma
syarakat yang akhirnya bermuara
pada tujuan berhasilnya perlin
dungan Hak Kekayaan Intelek
tual.

Aspek teknologi juga merupa
kan faktor yang sangat dominan
dalam perkembangan dan perlin
dungan Hak Kekayaan Intelektual.
Perkembangan teknologi informasi
yang sangat cepat saat ini telah
menyebabkan dunia terasa sema
kin sempit, informasi dapat deng
an mudah dan cepat tersebar ke
seluruh pelosok dunia. Pada kea
daan seperti ini Hak Kekayaan In
telektual menjadi semakin penting
. Hal ini disebabkan Hak Kekaya
an Intelektual merupakan hak mo
nopoli yang dapat digunakan un
tuk melindungi investasi dan dapat
dialihkan haknya.

Regulasi tentang Hak Keka
yaan Intelektual mendapat imbas
dengan adanya ratifikasi Persetu
juan Pendirian Organisasi Perda
gangan Dunia melalui UU No, 7
tahun 1994. Dengan adanya UU
tersebut terdapat harmonisasi
hukum khususnya mengenai hak
cipta. Dalam prakteknya, harmoni
sasi hukum hak cipta telah dilaku
kan tiga kali lebih, di mana yang
terakhir mengharmonisasikan UU
No. 12 tahun 1997 dengan UU No.
19 tahun 2002 senantiasa sangat
minim adanya komitmen pemerin
tah dalam membantun sistem HKI
yang dapat menguntungkan bang
sa Indonesia dan berangkat dari
basis potensi bangsa Indonesia®®.

Pipin Syarifin, et.al., Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Pustaka
Budi Agus Riswandl, et.al., Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, him.
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Penegakan HKI khususnya
hak cipta di bidang telematika me
rupakan tantangan tersendiri kare
na bisa dikatakan merupakan hal
baru. Oleh karena itu, dalam ma
kalah ini khusus membahas men
genai hak cipta dalam ruang ling
kup telematika dengan mengguna
kan pendekatan yuridis normatif.

PERMASALAHAN

Pada dasarnya banyak per
masalahan yang menyangkut hak
cipta khususnya yang membahas
tentang hukum telematika, karena
dari segi ketentuan yuridisnya pun
belum banyak mendukung apalagi
dari segi minim nya kemampuan
aparat penegak hukumnya yang
menguasai tentang hukum telema
tika. Dari uraian tersebut maka ter
dapat suatu permasalahan yang
menarik untuk di bahas pada ma
kalah ini, yaitu: Apakah dalam
perspektif hukum positif nasional
sudah mengatur mengenai hak
cipta di bidang telematika?

PEMBAHASAN

Hak cipta merupakan bagian
dari Hak Kekayaan Intelektual, di
samping hak cipta Hak Kekayaan
Intelektual juga mengenal hak mi
lik perindustrian yang terdiri dari
merek, paten, desain industri, de
sain tata letak sirkuit terpadu, ra
hasia dagang, maka sumber uta
ma untuk menelusuri hal itu meru
juk pada peraturan perundang-un
dangan yang berlaku. Undang-Un
dang yang dimaksud adalah UU
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta®.

" Ibid. him. 2
3 pipin Syarifin, et.al, op.cit. him. 202-203
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Landasan hukum dari segi
formal maupun segi materiil bi
dang hak cipta selain UU No. 19
Tahun 2002 adalah Pasal 4 ayat
1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 28 C
dan Pasal 33 UUD RI Tahun 19
45. Indonesia juga meratifikasi
Persetujuan Pembentukan Organi
sasi Perdagangan Dunia yang
mencakup pula aspek Persetujuan
tentang Aspek-aspek Dagang Hak
Kekayaan Intelektual (TRIPs) me
lalui UU No. 7 Tahun 1994. Selain
itu, Indonesia juga meratifikasi
Konvensi Berne tentang Perlin
dungan Karya Seni dan Sastra me
lalui Keputusan Presiden Repub
lik Indonesia No. 18 Tahun 1997
dan Perjanjian Hak Cipta WIPO se
lanjutnya disebut WTC melalui Ke
putusan Presiden No. 19 Tahun
1997.

Hak cipta terdiri dari hak eko
nomi dan hak moral. Hak ekonomi
adalah hak untuk mendapatkan
manfaat ekonomi atas ciptaan dan
produk hak terkait, sedangkan hak
moral adalah hal yang melekat pa
da diri pencipta atau pelaku yang
tidak dapat dihilangkan atau diha
pus tanpa alasan apapun walau
pun hak cipta atau hak terkait te
lah dialihkan. Perlindungan hak
cipta tidak diberikan kepada ide
atau gagasan karena karya cipta
harus memiliki bentuk yang khas,
bersifat pribadi dan menunjukkan
keaslian sehingga ciptaan itu da
§>1at dilihat, dibaca, dan didengar

Dalam kerangka ciptaan
yang mendapatkan hak cipta seti
daknya harus memperhatikan be
berapa prinsip dasar hak cipta,
yaitu:

1) Yang dilindungi hak cipta ada
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lah ide yang telah berwujud
dan asli

2) Hak cipta timbul dengan sen
dirinya (otomatis)

3) Suatu ciptaan tidak perlu diu
mumkan untuk memperoleh
hak cipta

4) Hak cipta suatu ciptaan meru
pakan suatu hak yang diakui
hukum yang harus dipisahkan
dan harus dibedakan dari pe
nguasaan fisik suatu ciptaan.

5) Hak cipta bukan hak mutlak
(absolute)

Hak cipta sebagai bagian da
ri Hak Kekayaan Intelektual meru
pakan persoalan yang menarik,
apalagi jika dikaitkan dengan be
ragamnya aktifitas di internet. Be
berapa ciptaan yang terdapat da
lam layanan internet meliputi hal-
hal sebagai berikut®%:

1) Literary work, yaitu semua ben
tuk pekerjaan yang didasarkan
atas teks-teks yang bentuknya
mendapatkan hak cipta.

2) Database, yaitu kumpulan da
ta, secara normal adalah da
pat hak cipta sebagai kumpul
an.

3) Characters, yaitu karakter-ka
rakter fiksi dalam bentuk visu
al.

4) Musical works, yaitu karya mu
sik yang memperoleh hak cip
ta

5) Sound recording, yaitu rekam
an suara yang dihasilkan dari
rekaman

6) Photographs dan still images
yaitu gambar-gambar dan kar
ya grafik yang memperoleh
hak cipta.

7) Motion picture and other audio
visual works yaitu gambar-
gambar hidup, video dan kar

ya-karya audiovisual yang
memperoleh hak cipta.

8) Software adalah perangkat Ilu
nak yang memperoleh hak cip
ta

9) Compilation and derrivative
works adalah sebuah karya
yang dibentuk melalui pengum
pulan, pemasangan, pengada
an materi atau data yang ke
mudian diseleksi, dikoordina
sikan atau diatur dan mengha
silkan karya sebagai keselu
ruhan karya original penga
rang. Derivative works adalah
sebuah karya yang didasarkan
atas satu atau lebih karya se
perti terjemahan, fiksi versi
gambar-gambar hidup.

Berdasarkan pada UU Hak
Cipta, ciptaan yang mendapat per
lindungan hukum ada dalam ling
kup seni, sastra dan ilmu pengeta
huan. Dari tiga lingkup ini UU le
bih memerinci lagi sebagaimana
yang terdapat dalam Pasal 12 UU

Hak Cipta, yaitu :

1. Buku, program komputer, pam
phlet, perwajahan (layout), kar
ya tulis yang diterbitkan, dan
semua hasil karya tulis lain.

2. Ceramah, kuliah, pidato dan
ciptaan lain yang sejenis
dengan itu.

3. Alat peraga yang digunakan
untuk kepentingan pendidikan
dan ilmu pengetahuan

4. Lagu atau musik dengan atau
tanpa teks

5. Drama atau drama musikal,
tari, koreografi atau pewaya
ngan dan pantomime

6. Seni rupa dalam berbagai ben
tuk seperti seni lukis, gambar,
seni ukir, seni kali grafi, seni

32 Budi Agus Riswandi, Hukum Cyberspace, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006, him. 88-89
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pahat, seni patung, kolase dan
seni terapan.
7. Arsitektur
8. Peta
9. Seni batik
. Fotografi
. Sinematografi
. Teriemahan, tafsir, saduran,
bunga rampai, database, dan
karya lain dari hasil pengalih
wujudan.

Dan pasal yang telah disebut
kan di atas jelas bahwa berkaitan
dengan telematika setidaknya su
dah tercakup dalam UU Hak Cipta
khususnya mengenai program
komputer dan database.

Program komputer sebagai
hasil pemikiran intelektual dari
pembuatan program adalah diakui
sebagai suatu karya cipta, yaitu
karya cipta dari perwujudan cipta,
karsa dan rasanya. Hal inilah yang
dilindungi oleh hukum. Obyek per
lindungan sebuah program kompu
ter adalah serangkaian kode yang
mengisi instruksi. Instruksi-instruk
si dan bahasa yang tertulis ini di
rancang untuk mengatur micro
prosesor agar dapat melakukan
tugas-tugas sederhana yang di
kehendaki agar secara tahap demi
tahap serta untuk menghasilkan
hasil yang diinginkan. Dan di da
lam instruksi inilah terlihat ekspre
si si pembuat program atau pencip
ta. Pemberian perlindungan hak
kekayaan intelektual terhadap pro
gram komputer ini dimaksudkan
untuk melindungi inovasi di dalam
program komputer tersebut.>®

Pengertian mengenai prog
ram komputer diatur dalam UU
No . 19 tahun 2002 tentang Hak
Cipta. Program komputer adalah
sekumpulan instruksi yang di wu

¥ Edmon Makarim, op.cit. him, 256
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judkan dalam bentuk bahasa, ko
de, skema, ataupun bentuk lain,
yang apabila digabungkan dengan
media yang dapat dibaca dengan
komputer akan mampu membuat
komputer bekerja untuk melaku
kan fungsi-fungsi khusus atau un
tuk mencapai hasil yang khusus,
termasuk persiapan dalam meran
cang instruksi-instruksi.

Di dalam Berne Convention
yang telah diratifikasi oleh Indone
sia melalui Keppres No. 18 tahun
1997, terdapat juga ketentuan di
mana untuk program komputer di
lindungi oleh hak cipta. Hal ini di
karenakan menurut sebagian be
sar dari peserta Berne Conventi
on menganggap bahwa hak cipta
adalah hak khusus bagi pencipta
maupun penerima hak untuk me
ngumumkan dan memperbanyak
ciptaanya maupun memberi izin
untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut
peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

Program komputer sebagai
karya literatur dan ekspresi dari se
rangkaian instruksi yang dituang
kan dalam bentuk tertulis dapat di
lindungi oleh hak cipta. Hak cipta
terhadap ekspresi tertulis dari se
rangkaian instruksi yang menjelas
kan proses secara detail harus
diperhatikan kepada umum dan
bukan aplikasi atau penampakkan
nya saja yang diperlihatkan kepa
da umum,

Program komputer secara
umum dapat kita kategorikan se
bagai sebuah karya cipta dan oleh
karenanya mendapat perlindung
an hak cipta. Lebih lanjut, Undang
-Undang Hak Cipta No. 19 tahun
2002 memberikan perlindungan
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hukum terhadap program kompu
ter baik pada program komputer
yang berbentuk kode sumber
(source code) maupun program
aplikasinya (sic/) seperti yang
diatur dalam Pasal 72 (3). Peng
aturan yang dilakukan oleh Un
dang-Undang No. 19 Tahun 2002
berarti undang-undang tersebut
telah mengakomodir sifat dua
lisme dari program komputer, ya
itu ia dapat berbentuk kode sum
ber atau kode objek seperti yang
diatur dalam WCT (WIPO
Copyright Treaty).

Terdapat sedikit kekurangan
disini, berdasarkan sifat alamiah
dari sebuah program komputer,
maka sebenarnya secara umum
program komputer berdasarkan
bentuknya terbagi menjadi 2 buah
bentuk, vyaitu dalam bentuk
Source Code (Kode Sumber)
maupun dalam bentuk Kode Objek
(Object Code). Kode Sumber me
rupakan ekspresi dari si pencipta,
dimana pencipta menuliskan ko
de-kode (codes) atau merancang
kode tersebut sehingga memung
kinkan sebuah program komputer
melakukan suatu perintah terten
tu. Kode Sumber ini dapat dime
ngerti dengan mudah oleh se
orang manusia yang mempunyai
keahlian tertentu, namun tidak
mungkin dimengerti oleh program
komputer yang akan menjalankan
program komputer tersebut®*.

Oleh karena itu, program
komputer yang masih berbentuk
kode sumber tersebut haruslah di-
compile sehingga ia dapat dime
ngerti oleh komputer yang akan
menjalankan program tersebut. Ko
de Sumber yang telah di-compile
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dan

tersebut dinamakan sebagai Kode
Objek (Object Code). Object Code
ini oleh Undang-Undang No. 19
Tahun 2002 disebut sebagai prog
ram aplikasi, suatu istilah yang ku
rang tepat sebagai padanan dari
object code. Berdasarkan hal ini,
maka perlindungan hukum yang di
berikan kepada sebuah program
komputer telah diberikan secara
menyeluruh sesuai dengan sifat
dasar dari program komputer itu
sendiri.

Selain program komputer, da
tabase juga dilindungi oleh UU
Hak Cipta. Database merupakan
salah satu program komputer pen
ting dalam sistem informasi kare
na merupakan basis dalam menye
diakan informasi bagi pemakai. Pe
nerapan database dalam sistem in
formasi disebut dengan database
system, yaitu suatu sistem infor
masi yang mengintegrasikan kum
pulan dari data yang saling berhu
bungan satu dengan yang lainnya
dan membuatnya tersedia untuk
beberapa aplikasi yang bermacam
-macam dalam suatu organisasi.
Data yang berada dalam basis
data perlu diorganisasikan sedemi
kian rupa, supaya informasi yang
dihasilkan berkualitas. Organisasi
basis data yang baik juga berguna
untuk efisiensi kapasitas penyim
panannya. Basis data diakses
atau dimanipulasi dengan menggu
nakan perangkat lunak, umumnya
disebut dengan DBMS (Database
Management System)®.

Yang dimaksud dengan data
base juga diatur dalam Penjelasan
UU Hak Cipta Pasal 12 huruf L,
yaitu yang dimaksud dengan data
base adalah kompilasi data dalam

Open Source, Makalah Seminar (1),

http://www.infolinux.web.id/article.php?sid=1418, diakses tgl 2-06-2009, him. 3
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bentuk apapun yang dapat dibaca
oleh mesin (komputer) atau dalam
bentuk lain, yang karena alasan
pemilihan atau pengaturan atas isi
data itu merupakan kreasi intelek
tual. Perlindungan terhadap data
base diberikan dengan tidak me
ngurangi hak pencipta lain yang
ciptaannya dimasukkan dalam da
tabase tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 5
WIPO Copyrights Treaty ciptaan
yang dilindungi meliputi ciptaan
database. Dengan adanya keten
tuan pasal ini, maka database
menjadi suatu kreasi yang tidak
lepas dari perlindungan hak cipta.
Perlindungan hak perlindungan
WIPO Copyrights Treaty meliputi
semua bentuk, termasuk yang di
sediakan melalui layanan inter
net.

Selain menentukan aspek
program computer dan database
sebagai ciptaan yang harus men
dapat perlindungan hak cipta, da
lam WIPO Copyrights Treaty juga
ditetapkan beberapa hak dari pen
cipta atau pemegang hak cipta.
Hak-hak tersebut terdiri dari hak
distribusi, hak rental dan hak ko
munikasi publik. Hak-hak yang
telah ditentukan dalam WIPO
Copyrights Treaty pada dasarnya
meliputi hak-hak dalam konteks
pemanfaatan layanan internet, se
perti yang terdapat dalam Pasal 8
WIPQ Copyrights Treaty.

Hak cipta juga mengatur atas
desain dan typefaces of website.
Desain yang dimaksud adalah kar
ya seni yang ditampilkan dalam
sebuah website, yang dapat beru
pa gambar, logo, dan lain-lain.
Hak cipta atas desain yang terda
pat dalam sebuah website dapat

% Edmon Makarim, op.cit. him. 272
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berdiri sendiri. Hal ini berarti meng
copy suatu desain dari sebuah
website (tanpa harus mengcopy
keseluruhan website) dapat dikate
gorikan sebagai pelanggaran ter
hadap hak cipta atas karya seni
berupa desain tersebut.

Typographical Arrangement
(tata cara penyusunan sebuah
karya) diberikan perlindungan hak
cipta. Pemilik atas Typographical
Arrangement atas suatu website
diberikan pada orang yang meng
aturnya. Jadi, bila pengaturan itu
dilakukan oleh orang lain, maka
orang itulah yang menjadi peme
gang hak cipta atas Typogra
phical Arrangement website terse
but. Namun dalam hal perancang
an website dilakukan sendiri oleh
penyedia materi website, maka ia
juga disebut sebagai pemegang
terhadap hak cipta atas Typogra
phical Arrangement web site ter
sebut. Hal ini penting karena da
lam hal perlindungan hak cipta ter
hadap materi website telah berak
hir, masih ada kemungkinan bah
wa perlindungan terhadap Typo
graphical Arrangement itu belum
berakhir, sehingga orang vyang
mengcopy website itu masih dapat
dikenakan tuntutan atas pelang
garan hak cipta®.

Pengaturan secara yuridis for
mal mengenai Hak Kekayaan Inte
lektual di Indonesia, sebenarnya
sudah memadai mulai dari UU
sampai pada Instruksi Presiden,
kemudian dalam RUU ITE (Infor
masi dan Transaksi Elektronik)
juga terdapat pasal-pasal khusus
yang mengatur mengenai Hak Ke
kayaan Intelektual yaitu, Pasal 23,
24, dan 25. Pasal 23 ayat 1 sam
pai 6 khusus mengatur mengenai
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nama domain, Pasal 24 berkaitan
dengan desain situs internet dan
karya-karya intelek tual yang ada
di dalamnya dilindungi sebagai
Hak Kekayaan Intelektual, dan
Pasal 25 mengatur tentang peng
gunaan setiap informasi melalui
media elektronik yang menyang
kut data tentang data pribadi se
seorang harus dilakukan atas per
setujuan dari orang yang bersang
kutan, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan aspek tele
matika juga terdapat ketentuan
khusus yaitu, Inpres No. 6 tahun
2001 tentang Pengembangan dan
Pendayagunaan Telematika di In
donesia. Melalui Inpres tersebut
menginstruksikan kepada aparat
yang terkait, mulai dari Menteri,
Kepala Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pimpinan Kesekreta
riatan Lembaga Tertinggi dan Ting
gi Negara, Panglima Tentara Nasi
onal Indonesia, Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Jaksa
Agung Indonesia, Gubernur, Bupa
ti/Walikota untuk melaksanakan
lebih lanjut pengembangan dan
pendayagunaan telematika de
ngan berpedoman pada Kerangka
Kebijakan Pengembangan dan
Pendayagunaan Telematika di
Indonesia.

Inpres tersebut bertujuan
untuk mengakomodir perkembang
an ilmu pengetahuan dan telema
tika yang harus dimanfaatkan se
cara optimal sebagai modal dasar
untuk mempersatukan bangsa dan
pemberdayaan masyarakat menu
ju suksesnya pembangunan nasio
nal yang berkesinambungan serta
untuk memberdayakan masyara
kat dan sebagai alat pemersatu
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bangsa, sebagaimana yang terda
pat dalam klausula menimbang.

IV. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi info
rmasi khususnya pada abad 20-an
ini memang mengalami kemajuan
yang sangat pesat sekali, teruta
ma yang berkaitan dengan Hak Ke
kayaan Intelektual. Ranah ruang
lingkup HKI bukan hanya menca
kup hal yang nyata saja, tetapi su
dah merambah pada dunia virtual
. Dengan adanya fenomena yang
sedemikian itu, diperlukan sepe
rangkat aturan yang dapat meng
akomodir Hak Kekayaan Intelek
tual khususnya hak cipta pada du
nia maya.

Terdapat berbagai macam ke
tentuan yang mengatur mengenai
hak cipta khususnya bidang tele
matika ini antara lain :

a) Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat
1, Pasal 28 C dan Pasal 33
UUD RI 1945
UU No.19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta
c) UU No. 7 Tahun 1995 tentang
Persetujuan Tentang Aspek-
aspek Dagang Hak Kekayaan
Intelektual (TRIP’s).
Keppres No. 18 Tahun 1997
tentang Perlindungan Karya
Seni dan Sastra (Ratifikasi
Konversi Berne)
Undang-Undang No. 19 Tahun
2002 tentang Perjanjian Hak
Cipta WIPO
f) Inpres No. 6 Tahun 2001
tentang Pengembangan dan
Pendayagunaan Telematika di
Indonesia.

Kemudian terdapat juga ke

tentuan mengenai HKI dalam UU

b)

d)



Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober 2010, Volume 28 No.2

No. 11 Tahun 2008 tentang Infor
masi dan Transaksi Elektronik
(ITE). UU tersebut sangat penting
untuk semakin menguatkan landa
san yuridis formal tentang HKI di
bidang telematika. Selain dari fak
tor peraturannya, faktor penegak
hukum yang menguasai khusus
nya hukum telematika juga seba
gai faktor utama penegakan hu
kum bidang Hak Cipta di bidang
telematika.
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